PROGRAM DAN KEGIATAN
Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, telah disusun langkah-langkah kebijakan untuk tahun 2020 antara lain :
1. Meningkatkan Supremasi Hukum, HAM dan pemerintahan yang baik berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Meningkatkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai media komunikasi dan Telekomunikasi elektronik yang memuat berbagai peraturan perundang-undangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

3. Menyusun dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan daerah berdasarkan azas hukum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Mengkaji dan mengevaluasi produk hukum Kabupaten/Kota. 

Pelaksanaan kebijakan tahun 2020 pada dasarnya hanya melanjutkan rencana kinerja seperti pada tahun sebelumnya, namun tidak menutup kemungkinan jika di tengah-tengah pelaksanaan anggaran kinerja terdapat inisiatif baru atas dasar kebijakan dari kepala daerah yang harus segera ditindaklajuti dengan cara menetapkan indikator kinerja baru yang pada akhirnya memberikan nuansa serta upaya bagi pencapaian visi, misi dan sasaran Biro Hukum Setda Provinsi Jambi. Implementasi yang tertuang dalam rencana kerja tahun 2020 mencakup 15 kegiatan dalam 6 program stratejik. Indikator kinerja, keluaran sasaran dan capaian renstra SKPD program dan kegiatan dalam rencana kerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2020 sesuai dengan rencana strategik Biro Hukum Setda Provinsi Jambi 2016 - 2021 serta pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi beserta bagian-bagian pendukung yang terintegrasi di dalamnya. dijabarkan sebagai berikut :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
pada program ini, memiliki indikator kinerja outcome yakni Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksinya pada program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
1. Kegiatan penataan administrasi Tata Usaha 
II. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
pada program ini, memiliki indikator kinerja outcome yakni Nilai SAKIP pada program ini terdiri dari 1 (satu)kegiatan yaitu:

1. Kegiatan penyusunan program/kegiatan, monitoring dan pelaporan capaian kinerja Biro Hukum.

III. Program perencanaan dan penataan peraturan daerah provinsi.

pada program ini, memiliki indikator kinerja outcome yakni persentase Produk hukum Provinsi yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu:
1. Kegiatan penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

2. Kegiatan legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

3. Kegiatan penelitian/pengkajian draf peraturan Gubernur, keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur Jambi

4. Kegiatan kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antara peraturan perundang-undangan Daerah.

IV. Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
pada program ini, memiliki indikator kinerja outcome yakni persentase Produk hukum Kab/kota yang tidak bertentangan dg produk hukum yang lebih tinggi program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:
1. Kegiatan monitoring/pemantauan terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi dan evaluasi perda Kab/Kota dan peraturan Bupati/Walikota dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

2. Kegiatan evaluasi dan fasilitasi Ranperda, Ranperbup/ Ranperwako, Rancangan peraturan DPRD Kab/Kota dan rakor hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota
V. Program Advokasi Hukum dan HAM
pada program ini, memiliki indikator kinerja outcome yakni persentase kasus hukum dan HAM Provinsi Jambi yang difasilitasi pada program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu:
1. Kegiatan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi di luar pemerintah daerah dalam pemberian dan pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat.
2. Kegiatan bantuan hukum dan konsultasi hukum terhadap permasalahan dan keluhan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Kegiatan pengkajian dan inventarisasi kasus pelanggaran HAM di Provinsi Jambi.
4. Kegiatan peningkatan dan pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan HAM di Provinsi Jambi.
5. Kegiatan pembinaan dan pengkajian terhadap konflik/ sengketa hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah.
VI. Program Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum
pada program ini, memiliki indikator kinerja outcome yakni Persentase informasi produk hukum yang bisa diakses publik pada program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:
1. Kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dan publikasi peraturan perundang-undangan
2. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan

RENCANA KINERJA

Pada tahun 2018 Biro Hukum Setda Provinsi Jambi membuat Perjanjian kinerja sebagai berikut:
	
	 
	 

	SasaranStrategis
	IndikatorKinerja
	Target

	(1)
	(2)
	(3)

	 
	 
	 

	Melaksanaan Urusan Tata Usaha, Pengelolaan Barang dan Program Biro.
	Terselenggaranya urusan Tata Usaha Biro dengan baik


	· 100%



	Melaksanakan Penyusunan Rencana Program/Kegiatan , Monitoring dan Pelaporan Capaian Kinerja Biro Hukum.
	1. Jumlah  Renja.

2. Jumlah LPPD

3. Jumlah LKPJ 

4. Jumlah  LKj

5. Jumlah  Laporan 6 januari


	· 1 Dokumen

· 1 Dokumen

· 1 Dokumen

· 1 Dokumen

· 1 Dokumen 

	Melaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
	Jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada kabupaten /kota  
	· 1 kali bimtek


	Melaksanakan Rakor Hukum Provinsi dan Kab/Kota.
	Jumlah Rakor  Hukum antar kabupaten /kota dengan Pemerintah Provinsi Jambi
	· 1 kali Rakor



	Melaksanakan Peningkatan dan Pemantapan Metode Pengembangan dan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM di Provinsi Jambi.
	Jumlah Rakor HAM di Provinsi Jambi
	· 1 kali Rakor HAM



	Melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
	Jumlah  Perda dan pergub Provinsi jambi yang  dikaji dan  dievaluasi
	· 10 Perda dan Pergub

	MelaksanakanKegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
	Jumlah dokumen Propemperda Provinsi Jambi yang disusun 
	· 1 dok propemperda

	Melaksanakan Penelitian/Pengkajian Draf Peraturan Gubernur.
	Jumlah  Peraturan Gubernur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
	· 50 Pergub


	Melaksanakan Penelitian/Pengkajian Draf Keputusan dan Instruksi Gubernur.
	Jumlah SK GUB dan Intruksi Gub. Jambi yang sesuai dengan Peraturan Per Undang-Undangan
	· 540 SK dan Instuksi Gub Jambi

	Melaksanakan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih tinggi dari Keserasian antar antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah.
	naskah peraturan daerah yang dikaji sesuai dengan peraturan perundang- undangan 
	· 10 Perda



	Melaksanakan Monitoring/Pemantauan terhadap tindank lanjut hasil klarifikasi dan evaluasi  Perda Kab/Kota, Peraturan Bupati/Walikota.
	Jumlah  produk hukum daerah kab/kota yang dimonitoring/ dipantau dari hasil evaluasi dan klarifikas
	· 50 Perda dan Perbub/perwako Kab/kota

	Melaksanakan Evaluasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Ranperda, Ranperbub, Ranperwako, Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi.
	Jumlah Ranperda/Rabperbub Kabupaten/Kota Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota yang dievaluasi
	· 80 Ranperda/Ranperbub/Ranperwako/Rancangan Peraturan DPRD Kab/Kota

	Melaksanakan Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Instansi di luar Pemerintah Daerah dalam pemberian dan pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada Masyarakat.
	Jumlah Kabupaten/Kota pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum
	· 11 Kab/Kota

	Melaksanakan Jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
	jumlah Data Perda Pergub Provinsi Jambi yang dicetak & diupload pada Website JDIH Biro Hukum
	· 12 Perda dan 50 Pergub

	MelaksanakanSosialisasi Peraturan Perundag-Undangan.
	Jumlah Perda/Pergub yang disosialisasikan 
	· 4 Perda/Pergub

	Melaksanakan Pulikasi Peraturan Perundang-Undangan.
	Jumlah Peraturan Perundang -Undangan Daerah Provinsi Jambi yang dipublikasi melalui Media Masa
	· 5 Perda/Pergub

	Melaksanakan Memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum terhadap permasalahan dan keluhan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan.
	Jumlah kasus yang diberi bantuan /konsultasi hukum
	· 7 Kasus

	Melaksanakan Pengkajian dan inventarisasi kasus pelanggaran HAM di Provinsi Jambi. 
	Jumlah kasus HAM yang  dikaji/terinventarisir
	· 11 kajian

	Melaksanakan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Bagi Masyarakat secara Cuma-Cuma.
	Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan Konsultasi Hukum
	· 11 kab/kota
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